PENGAYOMAN

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI
DENGAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN RIAU

KEPULAUAN RIAU

Nomor: PKS/06/VIII/2021/BNNP
Nomeor: W32,HM.05.01-2325 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua
Puluh Satu bertempat di Kota Batam, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. HENRY P. SIMANJUNTAK, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi
Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan
Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau, yang berkedudukan di Jalan
Hang Jebat KM 3 Batu Besar, Nongsa, Batam, selanjutnya disebut sebagai

PIHAK PERTAMA.

2. HUSNI THAMRIN, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kepulauan Riau, yang berkedudukan di Jalan Daeng Kamboja KM 14
Tanjungpinang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
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Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu

menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Aa.

bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pemerintah Non Kementenan
vang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada
Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan
nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan merupakan
instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas,
fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi
Kepulauan Riau, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan Narkotika Nasional,

bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintahan yang berkedudukan
di Provinsi Kepulauan Riau dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas
melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa Kepala Badan Narkotika Nasional dan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia telah melakukan kerja sama dalam
bentuk Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:
NK/27/1V/2018/BNN dan Nomor: M.HH-04.HH.05.02 Tahun 2018
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

bahwa PARA PIHAK memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan
secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai
berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5062};
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4, Undang-Undang Nomor g8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dqn
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara H‘l:[‘.luh'lilk
Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5164),

5 Undang-Undang Nomor O Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 52 16);

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undun;-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nemor 26 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

* Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika
Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun
2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);

10. Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik
Indonesia Nomor; M.HH-09. HM.03.02 TAHUN 2011 dan Nomor: 12/PER-
BNN/XII/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan
Pemberantasan Penvalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Dalam
Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara,

11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1507);

12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilavah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
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13. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nemor 5 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998); dan

14. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor & Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan
Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 999),

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya,
sedernjat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-
undangan, PARA PTHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam ranghka
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi
PARA PIHAK dalam pelaksanaan program pencegahan dan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika.

(2} Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menunjang dan
mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK
dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan,

Pasal 2
RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

(1)  penyebarluasan informasi dan edukasi;

(2)  peningkatan peran serta PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan
Anti Narkotika;

(3)  deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika oleh PIHAK PERTAMA di lingkungan kerjia dan

lingkungan yang berada di bawah kewenangan PIHAK KEDUA:

(4)  pengembangan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan
PARA PIHAK;

(5)  pertukaran data dan/atau informasi terkait upava pencegahan dan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika;
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pelaksanaan operasi  bersama terkait kegiatan pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika,

pemberian akses kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan tindakan
vang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan terkait tindak pidana
Narkotika dan Prekursor Narkotika;

dukungan layanan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban
penvalahgunaan Narkotika;

Pelaksanaan Pengembangan Pascarehabilitasi melalui Intervensi Berbasis

Masyarakat (IBM) bagi mantan Narapidana dan Klien Pemasyarakatan
kasus MNarkotika:

PIHAK PERTAMA mendukung pelaksanaan rehabilitasi serta pasca
rehabilitasi melalui Intervensi Berbasis Masyarakat yang dilakukan
Petugas Rehabilitasi BNN Kota/Kabupaten di Lapas dan Bapas yang
berada dibawah kewenangan PIHAK KEDUA,

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih

lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama
PARA PIHAK.

Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan
kebutuhan, tugas dan fungsinya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Hpta Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani
hingga berakhirnya Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional
dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi

pﬂlipg lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian
Kerja Sama ini.

Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota
Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berakhir maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis

—
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kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dinkhirinya
Nota Kescpahaman ini.

(4)  Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir
sejak adanya persetujuan PARA PIHAK.

(3] Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri
sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimalksud pada ayat (1) dan
ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak memengaruhi
tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih
dahulu  sebagai akibat pelaksanaan sebelum  berakhirnya Nota
Kesepahaman ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini
dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Pasal 6
KERAHASIAAN

(1} PARA PIHAK sepakat bahwa pertukaran data dan/atau informasi hanya
digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan Pasal 1 dan
Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepahaman ini.

(2] PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan
data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepahaman
ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3]  Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-
undangan, PARA PIHAR sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data
dan/atau informasi sebagaimana dimaksud avat (1) dan tidak akan
memberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PARA
PIHAK.

(4) PARA PIHAK harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data
dan/atau informasi vang diperoleh dari PIHAK PERTAMA atau PIHAK

KEDUA.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun.
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Pasal 8
KORESPONDENSI

Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nola
Kesepahaman, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang
bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau
Kepala Bagian Umum
Jalan Hang Jebat KM 3 Batu Besar, Nongsa, Batam
Telepon : (0778) 761622
Fax : (0778) 761680
Email : banp_kepri@bnn.go.id
b, Kantor Wilavah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kepulauan Riau
Kepala Bidang Pelayanan Tahanan Perawatan Kesehatan Rehabilitasi
Pengelolaan Basan Baran dan Keamanan
Jalan Daeng Kamboja KM 14 Tanjungpinang
Telepon : (0771) 7333083

Fax : (0771) 7333083

Email : divpaskepri@yahoo.co.id

PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan
perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender
sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut,

Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum
diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap
menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman
ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum]
yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari

Nota Kesepahaman ini.

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota
Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah

untuk mufakat.
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Pasal 10
PENUTUP®

Notn Kesepahaman im dibunt doan ditandatangani pada had, tanpeal,
bulan, tahun dan tempat  sebagmimann disebutknn padn awal  Nota

Resepahaman ini, dalam rangkap 2 (dun) asli, masing-masing bermeterad
cukup dan  mempunyai kekuatan hukum  vang  sama setelah

ditandatangam PARA PIHAK.

Demikian Nota kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerjp sama yang
baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

HUSNI THAMRIN
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